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PUTUSAN
Nomor 2843/Pdt.G/2022/PA.Pwt

P Y =2 PR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 09 Maret 1975, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 09 September 1973, umur 49
tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Kamis telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purwokerto dengan Nomor 2843/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal itu juga,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada
tanggal 1 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

745/51/1/07 dalam status janda dan duda;
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2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Tergugat telah membaca dan
menandatangani Sighat Taklik Talak seperti yang tertera dalam buku nikah
berbunyi sebagai berikut :
Sewaktu-waktu saya :
a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,
b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan
lamanya,
c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya saya 6
(enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan
mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduanya
dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya
membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai
iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu
kepadanya.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah mbah Tergugat di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua)
minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di XXX XXX XXX XXX,
XXXX XXXXOXXXXXK, XXXXXXXKK XXXKKKXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX Sselama kurang
lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian kurang lebih pada tanggal 20
November 2019 Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX XXX XXX
XXX, XXXK XXXXXKRRXKKKX, XXXKXKKKK XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Azka Surya Pangestu, lahir pada tanggal
24 November 2011 yang sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan
Penggugat;
5. Bahwa selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun menjalani rumah
tangga, antara Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis layaknya
rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada tanggal 20
November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan

pulang ke rumah orangtua Tergugat di XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
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XXXXXXXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan sekarang Tergugat
tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah
terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (satu) bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Tergugat terjadi perpisahan
seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas, Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan
sekarang;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi
perpisahan serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir
maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu)
bulan, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin,
ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut
Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama
Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan
karena Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak angka 1 dan 4;
9. Bahwa untuk memenuhi Sighat Taklik Thalak saya Penggugat bersedia
membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10.Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon
menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi
dengan bantuan Mediator Hakim bernama Surahman Suryatmaja S.E .,.SH.MH,
namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28
Desember 2022 namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalama persidangan juga telah berusaha
mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah
surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat dalam Surat Gugatannya,;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat karena
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk
dirukunkan kembali;

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya
oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan
penyelendupun hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk
meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, dan di depan Persidangan Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302164903750006 atas

nama Sri Yuliani, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil XxXxXxxxxxx Xxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2012.

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim,

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

2. Fotokopi DKutipan Akta Nikah Nomor 745/51/1/07 yang aslinya

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi Tanggal 01 Januari 2007.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXxxX, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah orangtua Penggugat di XXX XXX XXX XXX, XXXX
XXXXXXKXXXXK,  XXXXXXXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX dan dari
pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November
tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang
lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan Tergugat telah membiarkan tanpa
tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada
Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang
bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;

- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak
ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai
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dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik seibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 005, xxxx
XXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX dan dari
pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November
tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang
lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan Tergugat telah membiarkan tanpa
tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada
Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang
bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;

- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak
ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh
Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;
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Bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak menghadirkan
saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada
pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim
agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap
telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat,
dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan
bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan jalan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun
kembali dengan Tergugat sjalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan
gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta' lik talak angka 1 dan 4 yang
dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Tergugat
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telah membiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah
wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak meninggalkan
barang atau sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, sehingga
Penggugat merasa tidak ridho dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator
Hakim bernama Surahman Suryatmaja S.E .,.SH.MH namun mediasi tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan
keduabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-
dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925
KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat
di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut
dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh
Tergugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan
hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif
Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian
sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e , maka Penggugat tetap
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti Surat dan 2 orang saksi di muka
persidangan;
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Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa
Fotokopi surat telah dicocokan dengan aslinya dan dinazegellen di Kantor Pos,
dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian
sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima
sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda
Penduduk, telah membuktikan kependudukan Penggugat bertempat tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini menjadi
kewenangan relative Pengadilan agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah,
maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat
sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat
dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga
memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 huruf ¢ dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat
mengenai dali-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan
dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara
saksi satu dengan yang lain, oleh karenaya saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di

atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah
pada tanggal 01 Januari 2007 dan setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat ta’lik talak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
sejak bulan November tahun 2019 karena Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat tanpa asalan dan tidak pamit kepada Penggugat
selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa, selama ditinggal pergi, Penggugat telah dibiarkan tanpa
tanggung jawab dengan tidak diberikan nafkah wajib dan tidak ditinggali
barang atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang
dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;

- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridho
dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan Penggugat sanggup
membayar iwadh sesuai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah
terbukti melanggar janji ta’lik talak nomor 1 dan 4 yang diucapkan setelah akad
nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan
dengan ibarat dalam Kitab Al-Syarqowi Alat Tahrir Juz Il halaman 302 yang

diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:
Ml@mmméﬁﬁégﬁ@@){b@&oj

Artinya:" Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang
dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka harus dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan gugatan
Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat
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dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya talak khul'i Tergugat
kepada Penggugat dengan kewajiban membayar uang iwadh sejumlah Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila keduabelah pihak menyatakan sudah tidak
mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan salah satu pihak sudah
mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka di sini sudah
ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada
ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan
sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan
mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan
penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu
perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena
akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu
pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana
rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan sakinah, mawadah
warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya
dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah
terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;
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Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2 Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);
3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11
Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444
Hijriyah oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.
Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp  500.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai . Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan : Rp 0,00

Jumlah : Rp  645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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